SALINAN

WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA

NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN
UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

Menimbang :

Mengingat :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

WALIKOTA SURABAYA,

bahwa guna mewujudkan Kota Surabaya yang tenteram,
tertib serta menumbuhkan rasa disiplin dalam
berperilaku di Kota Surabaya, telah ditetapkan
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014
tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan
Ketenteraman Masyarakat;

bahwa dalam rangka efektifitas penegakan
sanksi terhadap pelaksanaan ketertiban umum dan
ketenteraman di Kota Surabaya, maka Peraturan Daerah
Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu ditinjau kembali;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014
tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan
Ketenteraman Masyarakat;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/Jawa Barat dan
Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730);

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209);



10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4247);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4444);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4720);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4275);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 93 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar
Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5168);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5188);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 83 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 128 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang
Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 51 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);



23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang
Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang
Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4655);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 72 Tambahan Lembamn
Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi
Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 34);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik IndonesiaTahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara
Republik IndonesiaTahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease
2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020
tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan
Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan
Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 248);



33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun
2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman,
Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019
Nomor 1 Seri D Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Timur Nomor 89) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2
Tahun 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur
Tahun 2010 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Timur Nomor 101);

34. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014
tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan
Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kota
Surabaya Tahun 2014 Nomor 2 Tambahan Lembaran
Daerah Kota Surabaya Nomor 2);

35. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun
2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota
Surabaya Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA

Menetapkan

dan
WALIKOTA SURABAYA

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 2
TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN
KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN
MASYARAKAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Peraturan Daerah Kota
Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran
Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 2 Tambahan
Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 2) diubah sebagai
berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota
Surabaya.



10.

11.

. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya.

Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan
Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat
dapat melakukan kegiatannya dengan tentram,
tertib, dan teratur.

. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai negeri yang

ditunjuk dan diberi tugas tertentu di bidang
perijinan sesuai dengan Peraturan Perundang-
Undangan yang berlaku.

. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya

disingkat PPNS adalah Pejabat yang
memiliki kewenangan khusus untuk melakukan
penyidikan dan penyelidikan atas pelanggaran
Peraturan Daerah.

. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal

yang merupakan kesatuan baik yang melakukan
usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang
meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer,
Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau
daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun,
Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun,
Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi
massa, Organisasi sosial politik atau organisasi
yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan
bentuk badan lainnya.

Pengemis adalah orang-orang yang mendapat
penghasilan dengan meminta-minta di muka umum
dengan  berbagai cara dan alasan untuk
mengharapkan belas kasihan dari orang lain.

Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan
konstruksi yang menyatu dengan tempat
kedudukannya baik sebagian maupun
keseluruhannya berada di atas atau di dalam tanah
dan/atau air, yang terdiri dari bangunan gedung dan
bangunan bukan gedung.

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang
meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan
pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan
bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah,
di atas permukaan tanah, di bawah permukaan
tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air,
kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Tempat umum adalah fasilitas umum yang
menjadi milik, dikuasai dan/atau dikelola oleh
Pemerintah Daerah.

Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur
dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih
bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik
yang tumbuh secara alamiah maupun yang
sengaja ditanam.

Jalur Hijau adalah salah satu jenis Ruang Terbuka
Hijau fungsi tertentu.

Taman adalah ruang terbuka dengan segala
kelengkapannya yang dipergunakan dan dikelola
untuk keindahan dan antara lain berfungsi sebagai
paru-paru kota.

Ruang milik jalan adalah ruang manfaat jalan dan
sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang
diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran
jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang
serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan
jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi
tertentu.

Pengamen adalah penari, penyanyi, atau pemain
musik yang tidak tetap tempat pertunjukannya,
biasanya mengadakan pertunjukan di tempat umum
dengan berpindah-pindah.

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa
yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan
penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh
faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor
manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban
jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta
benda, dan dampak psikologis.

Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh
peristiwa  atau  serangkaian = peristiwa  yang
disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa
bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan,
angin topan, dan tanah longsor.

Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan
oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam
yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal
modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan
oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang
diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik
sosial antarkelompok atau antarkomunitas
masyarakat, dan teror.



2. Ketentuan Pasal 2 ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (8)
dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

(3)

(4)
()
(6)
(7)

(8)

Pasal 2

Setiap pejalan kaki wajib berjalan di tempat yang
telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Setiap pejalan kaki yang menyeberang jalan wajib
menyeberang di tempat penyeberangan yang telah
ditentukan.

Dalam hal belum tersedia fasilitas tempat
penyeberangan, maka pejalan kaki berhak
menyeberang di tempat yang dipilih dengan
memperhatikan keselamatan dirinya dan pengguna
jalan lainnya.

Dihapus.
Dihapus.
Dihapus.

Setiap orang atau badan dilarang membuat, merakit
atau mengoperasikan kendaraan bermotor umum
yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dihapus.

3. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf f dihapus, sehingga
Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

(1)

Pasal 11
Setiap orang atau badan dilarang :

a. memasuki atau berada di jalur hijau atau taman
yang bukan untuk umum;

b. melakukan perbuatan atau tindakan dengan
alasan apapun yang berakibat terjadi kerusakan
pagar taman, jalur hijau atau taman beserta
kelengkapannya;

c. bertempat tinggal di jalur hijau, taman dan
tempat umum;

d. menyalahgunakan atau mengalihkan fungsi jalur
hijau, taman dan tempat umum;



(2)

(3)

P-

berjualan atau berdagang, menyewakan
permainan, menyimpan atau menimbun barang
di jalur hijau, taman dan tempat umum yang
tidak sesuai dengan peruntukannya;

dihapus;

berdiri, bersandar dan/atau duduk pada
sandaran jembatan dan pagar sepanjang jalan,
jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;

melompati, atau menerobos sandaran jembatan
atau pagar sepanjang jalan, jalur hijau, taman
dan tempat-tempat umum;

melakukan pemotongan, penebangan,
pemindahan atau perantingan pohon/tanaman
yang tumbuh di sepanjang jalan, jalur hijau dan
taman.

berjongkok, berdiri dan/atau  tidur di atas
bangku taman serta membuang sisa sampah
dan/atau kotoran pada bangku taman;

buang air besar dan/atau kecil di ruang terbuka
hijau publik, kecuali pada fasilitas yang telah
disediakan;

mendirikan bangunan yang dapat
mengakibatkan berubahnya fungsi jalur hijau,
taman dan tempat umum;

. membakar sampah di jalur hijau, taman dan

tempat umum;

melakukan perbuatan asusila;

. menjual dan/atau meminum minuman

beralkohol di jalur hijau, taman dan/atau
tempat umum,;

berjudi.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d dan huruf | dikecualikan bagi orang atau
badan yang memperoleh izin dari Kepala Daerah
atau pejabat yang ditunjuk.

Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1) huruf i
bagi petugas pemerintah yang melaksanakan
perintah jabatan.
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4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 15 diubah,
sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

Pasal 15

Setiap orang atau badan dilarang menangkap ikan
dan hasil perikanan lainnya dengan menggunakan
bagan, bahan kimia, bahan peledak atau
bahan/alat yang dapat merusak kelestarian
lingkungan di perairan.

Setiap orang atau badan dilarang melakukan
penambangan pasir di laut dan/atau di sungai.

Setiap orang atau badan dilarang melakukan
aktifitas yang dapat merusak = kelestarian
lingkungan biota di perairan.

5. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 17 disisipkan 1
(satu) ayat, yakni ayat (2a) sehingga Pasal 17 berbunyi
sebagai berikut :

(1)

(3)

(4)

Pasal 17

Setiap orang atau badan dilarang menangkap,
memelihara, memburu, memperdagangkan atau
membunuh hewan tertentu yang jenisnya ditetapkan
dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.

Setiap pemilik binatang wajib menjaga binatang
miliknya untuk tidak berkeliaran di lingkungan
pemukiman dan tempat-tempat umum.

Setiap orang atau badan yang memelihara dan/atau
mengembangbiakkan hewan wajib menjaga
lingkungan sekitarnya dari suara, bau dan/atau
kotoran hewan yang ditimbulkan.

Setiap orang atau badan pemilik hewan yang
dilindungi wajib mempunyai tanda daftar/sertifikasi.

Perolehan tanda daftar/sertifikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) mengikuti ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku

6. Ketentuan ayat (1) Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18
berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 18

Setiap orang atau badan dilarang memanfaatkan
hutan mangrove yang dapat mengakibatkan
terganggunya fungsi dan/atau satwa hutan
mangrove.
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(2) Setiap orang atau badan yang memanfaatkan hutan
mangrove yang tidak mengakibatkan terganggunya
fungsi hutan mangrove wajib memiliki izin dari
Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf a dihapus, sehingga
Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

(1) Dalam hal perwujudan ketentraman dan ketertiban
lingkungan, setiap orang, badan hukum dan/atau
perkumpulan dilarang:

a. dihapus;

b. membuat gaduh sekitar tempat tinggal atau
membuat sesuatu yang dapat mengganggu
ketentraman orang lain;

c. menimbun atau membuang benda yang berbau
menyengat yang dapat mengganggu penghuni
sekitarnya;

d. mengotori dan merusak drainase, jalur hijau dan
fasilitas umum lainnya;

e. mempergunakan fasilitas umum yang bukan
peruntukannya.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikecualikan untuk tempat-tempat yang ditetapkan
oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

. Ketentuan ayat (1) huruf a Pasal 23 diubah, sehingga
Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1) Untuk menumbuhkembangkan kesadaran
masyarakat akan tanggung jawab keindahan
lingkungan, setiap orang, badan hukum dan/atau
perkumpulan dilarang :

a. menyebarkan selebaran, brosur, pamflet dan
sejenisnya di sepanjang jalan umum, jalur hijau;
taman dan tempat umum;

b. memasang dan/atau menempelkan kain bendera,
kain bergambar, spanduk dan/atau sejenisnya di
sepanjang jalan, rambu-rambu lalu lintas, tiang
penerangan jalan, pohon, bangunan fasilitas
umum dan/atau fasilitas sosial;



(2)
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c. menebang, memangkas dan/atau merusak pohon
pelindung dan/atau tanaman lainnya yang
berada di fasilitas umum yang dimiliki dan/atau
dikuasai Pemerintah Daerah;

d. mengotori, mencoret dan merusak jalan,
dan/atau jembatan beserta bangunan
pelengkapnya, rambu lalu lintas, pohon, fasilitas
umum dan fasilitas sosial.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikecualikan bagi orang atau badan yang
memperoleh izin dari Kepala Daerah atau Pejabat
yang ditunjuk.

Ketentuan ayat (1) Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24
berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

Pasal 24

Setiap orang atau badan dilarang menempatkan
benda-benda dengan maksud untuk melakukan
sesuatu usaha di jalan, jalur hijau, taman, tempat-
tempat umum, diatas tanah asset Pemerintah
Daerah dan di area sempadan bangunan.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikecualikan bagi tempat-tempat yang telah
diizinkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang
ditunjuk.

. Pasal 25 dihapus.

. Pasal 32 dihapus.

. Ketentuan ayat (1) Pasal 37 diubah dan menambahkan
1 (satu) ayat setelah ayat (2), sehingga Pasal 37 berbunyi
sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 37

Setiap orang dilarang bertingkah laku dan/atau
berbuat asusila di jalan, jalur hijau, taman atau
dan tempat-tempat umum lainnya dan/atau
bangunan publik.

Setiap orang dilarang:
a. menjadi penjaja seks komersial;

b. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa
orang lain untuk menjadi penjaja seks komersial;

c. memakai jasa penjaja seks komersial.
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Satuan Polisi Pamong Praja berwenang untuk
memeriksa identitas dan status orang yang
melanggar.

13. Pasal 38 dihapus.

14. Diantara BAB XIII dan BAB XIV disisipkan 1 (satu) bab
yakni BAB XIIIA yang berbunyi sebagai berikut:

BAB XIIIA
TERTIB KEADAAN BENCANA

15. Diantara Pasal 40 dan Pasal 41 disisipkan 4 (empat) pasal,
yakni Pasal 40A, Pasal 40B, Pasal 40C dan Pasal 40D
yang berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

(3)

(1)

Pasal 40A

Setiap orang atau badan wajib menaati perintah
atau larangan dalam tertib penanganan dan
penanggulangan bencana.

Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
meliputi:

a. Bencana Alam;

b. Bencana Non Alam; dan
c. Bencana Sosial.

Penanganan dan penanggulangan bencana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
pada :

a. masa tanggap darurat bencana; atau

b. pasca darurat bencana.

Pasal 40B

Dalam hal terjadinya bencana alam atau bencana
non alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40A
ayat (2) yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa
dan/atau menimbulkan ancaman terhadap
kesehatan masyarakat dan/atau perekonomian
setiap orang wajib:

a. mematuhi segala bentuk pembatasan kegiatan
masyarakat; dan/atau

b. melaksanakan protokol kesehatan.
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Pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tetap
mempertimbangkan antara lain epidemiologis,
besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber
daya, teknis operasional, pertimbangan ekonomi,
sosial, budaya, dan/atau keamanan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembatasan
kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) huruf a diatur dengan Peraturan Kepala
Daerah.

Pasal 40C

Protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 40B ayat (1) huruf b antara lain :

a. menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
(PHBS);

b. memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan,
dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;

c. melaksanakan tertib kesehatan lainnya yang
dianjurkan Pemerintah.

Protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 40B ayat (1) huruf b antara lain pada:

a. kegiatan pembelajaran di sekolah, institusi
pendidikan lainnya dan pesantren;

b. kegiatan bekerja di tempat kerja;
c. kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
d. kegiatan di tempat atau fasilitas umum;

e. kegiatan di  restoran/rumah  makan/kafe/
warung/usaha sejenis;

f. kegiatan di toko, toko swalayan, dan pusat
perbelanjaan;

g. kegiatan di pasar rakyat;

h. kegiatan di perhotelan, apartemen dan rumah
susun;

i. kegiatan di tempat konstruksi;
j.- kegiatan di tempat hiburan;
k. kegiatan sosial dan budaya; dan

l. kegiatan pergerakan orang dan barang
menggunakan moda transportasi.
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(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol kesehatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

16. Diantara Pasal 43 dan Pasal 44 disisipkan 1 (satu) pasal
yakni Pasal 43A, yang berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

Pasal 43A

Dalam melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan
Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat,
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dapat meminta
bantuan personil Kepolisian Negara, Tentara
Nasional Indonesia, dan/atau lembaga teknis
terkait.

Bantuan personil sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dalam hal memiliki dampak sosial yang luas dan
resiko tinggi.

17. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi
sebagai berikut:

(1)

Pasal 44

Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan
dalam Pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5),
ayat (6), ayat (7), ayat (8), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4,
Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), ayat (2), Pasal 7,
Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1),
Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), ayat (2), ayat (3),
Pasal 14 ayat (1), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1), ayat
(2), ayat (3), Pasal 18, Pasal 19 ayat (1), Pasal 20
ayat (1), Pasal 21, Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 ayat
(1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 ayat (1), ayat (2),
Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30 ayat
(1), Pasal 31 ayat (1), ayat (3), Pasal 33, Pasal 34
ayat (1), Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38,
Pasal 39 ayat (1), Pasal 40, Pasal 40A ayat (1),
dan/atau Pasal 40B ayat (1) dikenakan sanksi
administratif berupa:

a. teguran lisan;
b. peringatan tertulis;

c. penghentian sementara dari kegiatan;
d. penyegelan;
e. denda administratif;

f. paksaan pemerintahan;
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g. pembekuan izin;
h. pencabutan izin; dan/atau

i. pembongkaran.

Besaran denda administratif terhadap pelanggaran
ketentuan Pasal 40B ayat (1) paling tinggi :

a. Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk
orang perorangan; dan

b. Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk
badan atau korporasi.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat diterapkan secara bertahap atau
tidak secara bertahap sesuai dengan jenis dan
tingkat pelanggaran yang dilakukan;

Tata cara penerapan sanksi administratif diatur
lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

18. Ketentuan ayat (1) Pasal 46 diubah, sehingga Pasal 46
berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

Pasal 46

Selain dikenakan sanksi administratif, terhadap
pelanggaran Pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat
(5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), Pasal 3 ayat (1), Pasal
4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), ayat (2), Pasal 7,
Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1),
Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), ayat (2), ayat (3),
Pasal 14 ayat (1), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1), ayat (2),
ayat (3), Pasal 18, Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (1),
Pasal 21, Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal
24 ayat (1), Pasal 25 ayat (1), ayat (2), Pasal 26, Pasal
27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30 ayat (1), Pasal 31
ayat (1), Pasal 34 ayat (1), Pasal 35 huruf a, huruf b,
Pasal 36 huruf a, huruf b, huruf c, Pasal 37, Pasal
38, Pasal 39 ayat (1), Pasal 40, Pasal 40A ayat (1)
Pasal 40B ayat (1) dan/atau Pasal 40C ayat (1) dan
ayat (2) Peraturan Daerah ini dapat dikenakan
pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau
denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh
juta rupiah).

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah pelanggaran.

Terhadap tindak pidana pelanggaran Peraturan
Daerah ini dapat diterapkan sidang di tempat yang
pelaksanaannya dikoordinasikan dengan instansi
terkait.
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19. Diantara Pasal 48 dan Pasal 49 disisipkan 1 (satu) pasal
yakni Pasal 48A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48A

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan
paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini
diundangkan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 15 September 2020
WALIKOTA SURABAYA,
ttd

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di Surabaya

pada tanggal 15 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

HENDRO GUNAWAN

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2020 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 162-2/2020

NIP. 19691017 199303 2 006



II.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN TAS PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA

NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN

UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

UMUM

Bahwa guna mewujudkan Kota Surabaya yang tenteram, tertib
serta menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku bagi masyarakat
di Kota Surabaya, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Surabaya
Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan
Ketenteraman Masyarakat.

Bahwa dalam rangka efektifitas penegakan sanksi terhadap
pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteraman di Kota Surabaya
khususnya dalam penegakan sanksi pidana dengan berpedoman pada
ketentuan mengenai acara pemeriksaan cepat sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, maka ketentuan dalam Peraturan
Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 perlu ditinjau kembali.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat
mempercepat pelaksanaan penegakan hukum khususnya
dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat

agar terwujud kehidupan bermasyarakat lebih tenteram, tertib, nyaman,
bersih dan indah.

PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Angka 1
Pasal 1
Cukup jelas.

Angka 2
Pasal 2
Cukup jelas.

Angka 3
Pasal 11
Cukup jelas.

Angka 4
Pasal 15
Cukup jelas.

Angka 5
Pasal 17
Cukup jelas.



Angka 6
Pasal 18
Cukup jelas.

Angka 7
Pasal 22
Cukup jelas.

Angka 8
Pasal 23
Cukup jelas.

Angka 9
Pasal 24
Cukup jelas.

Angka 10
Pasal 25
Cukup jelas.

Angka 11
Pasal 32
Cukup jelas.

Angka 12
Pasal 37
Cukup jelas.

Angka 13
Pasal 38
Cukup jelas.

Angka 14
BAB XIIIA
Cukup jelas.

Angka 15
Pasal 40A
Cukup jelas.

Pasal 40B
Cukup jelas.

Pasal 40C
Cukup jelas.

Angka 16
Pasal 43A
Cukup jelas.



Angka 17
Pasal 44
ayat (1)

huruf a
Cukup jelas.

huruf b
Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

hurufd

Cukup jelas.

hurufe

Cukup jelas.

huruf f

sanksi paksaan pemerintahan dapat berupa :

a. penertiban;

b. penyegelan;

c. pembongkaran;

d. pembubaran kerumunan;

e. perintah meninggalkan tempat;

f. pengamanan/penyitaan kartu tanda penduduk
untuk jangka waktu tertentu;

g. sanksi yang bersifat mendidik, menghentikan
dan/atau memulihkan seperti hukuman dalam
bentuk membantu pelayanan di fasilitas umum
dan/atau kerja sosial di fasilitas umum selama
jangka waktu tertentu dengan atau tanpa
dikenakan tanda pengenal khusus seperti rompi
dengan tanda/tulisan khusus; dan

h. tindakan pemerintahan lainnya.

hurufg

Cukup jelas.

hurufh

Cukup jelas.

hurufi

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.
ayat (3)

Cukup jelas.
ayat (4)

Cukup jelas.



Angka 18
Pasal 46
Cukup jelas.

Angka 19
Pasal 48A
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 2




